PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 12 TAHUN 1963
TENTANG
T NDAKAN- TI NDAKAN SEMENTARA UNTILK - MENYEL ENGGARAKAN
KESATUAN SUSUNAN - KEKUASAAN,  ACARA DAN TUGAS
PENGAD LAN- PENGADI LAN S PI L DAN KEJAKSAAN
O PRCPINS | R AN BARAT.

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa ber hubung dengan penyerahan penerintahan atas wlayah Irian Barat
dari UNTEA kepada Republik Indonesia, perlu segera diadakan tindakan-
tindakan senentara untuk nenyel enggarakan kesatuan susunan, kekuasaan,
acara dan tugas Pengadi |l an-pengadi|lan S pil dan Kejaksaan di Propinsi Irian
Bar at ;

Mengi ngat

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 No. 8)
tentang Penerintahan diw layah Irian Barat segera setel ah di serahkan kepada
Republ i k | ndonesi a;

Mermut uskan:

Pert ana:
Mencabut peraturan-peraturan dan pasal -pasal peraturan yang bertentangan
dengan Peraturan Presiden ini;

Kedua:

Menet apkan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Ti ndakan-tindakan Sernentara
untuk nenyel enggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara dan Tugas
Pengadi | an-pengadi | an S pi|l dan Kej aksaan di Propinsi Irian Barat.

Pasal 1

Pada saat peraturan ini berlaku, di hapuskan :

a. Pengadilan Tinggi |Istinewa UNTEA di Kotabaru dan alat Penuntut Umm
padanya;

b. Senua Pengadilan Negeri WNTEA yang ada di Irian Barat dan alat
Penunt ut Unum padanya;

C. Senua Politiegerecht yang ada di Irian Barat dan alat Penuntut Uwum
padanya,

Pasal 2.

Pada saat peraturan ini berlaku, diadakan :

a. satu Pengadilan Tinggi di Kotabaru yang daerah hukummya reliputi
daer ah- daerah hukum Pengadi | an-pengadi | an Negeri di Propinsi Irian
Bar at ;

b. satu Pengadilan Negeri ditiap tenpat dinmana berdasarkan ketentuan
pasal 1 huruf b dihapuskan Pengadilan Negeri UWNTEA yang daerah
hukummya nel i puti daerah-daerah hukum Pengadi |l an Negeri UNTEA yang
ber sangkut an;



Pasal 3.

(1) DOsanping Pengadilan Tinggi di Kotabaru, dibentuk satu Kejaksaan
Tinggi di Kotabaru, yang daerah hukurmya sama dengan daerah hukum
Pengadi | an Ti nggi ;

(2) D sanping tiap Pengadilan Negeri, dibentuk satu Kej aksaan Negeri yang
daerah hukummya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang
ber sangkut an;

(3) Menteri/Jaksa Agung dapat nenbentuk Cabang-cabang Kej aksaan Negeri
ditenpat-tenpat ibukota Karesidenan vyang tidak nenjadi tenpat
kedudukan Kej aksaan Negeri ;

Pasal 4.

Susunan kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Tinggi di Kotabaru dan
Pengadi | an-pengadi | an Negeri di Propinsi Irian Barat dilakukan nenurut
ket ent uan- ket ent uan yang, ditetapkan untuk Pengadil an Ti nggi dan Pengadi | an
Negeri dal am Uhdang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lenbaran- Negara tahun 1951
No. 9 Tanbahan Lenbaran-Negara No. 81) tentang Ti ndakan-ti ndakan senentara
unt uk nenyel enggar akan kesat uan susunan, kekuasaan dan acara Pengadil an-
pengadi | an S pil;

ATURAN PERALI HAN

A Ket ent uan-ketentuan tersebut dalam sub A B dan C Aturan Peralihan
dari UWhdang-undang No. 1 Drt tahun 1951 berlaku bagi peradilan di
Propinsi Irian Barat.

B. (1) Segala perkara nengenai hal-hal yang ternasuk kekuasaan
nengadi | an Mahkamah Agung yang pada saat peraturan ini mulai
berlaku telah ada pada Pengadilan Tinggi Istinewa UNTEA di
Kot abaru di serahkan kepada Mhkanah Qung di Jakarta untuk
di sel esai kan nmenurut perat uran yang ber| aku.

(2) UWUntuk dapat nel akukan ketentuan dalamayat (1) diatas, Panitera
Pengadilan Tinggi Istinewa UNIEA tersebut harus nengirinkan
sel ekas-| ekasnya segal a perkara tersebut beserta segal a surat
peneri ksaaan sidang dan segala surat penbukti perkara itu
kepada Pani tera Mahkamah Agung.

C (1) Segala perkara yang dimntakan banding, yang pada saat
peraturan ini nula berlaku telah ada pada Pengadilan Ti nggi
Istimewa UNTEA di Kot abau di serahkan kepada Pengadilan Ti nggi
di Kotabaru untuk di sel esai kan nenurut peraturan yang berl aku.

(2) Untuk dapat nel akukan ketentuan dalamayat (1) diatas, Panitera
Pengadi | an Tinggi |stinewa UNTEA di Kotabaru harus nenyerahkan
sel ekas- | ekasnya segal a perkara tersebut beserta segala surat
peneri ksaan sidang dan segal a surat penbukti perkara itu kepada
Pani tera Pengadi | an Tinggi di Kot abar u.

(3) Asip, uang dan barang-barang inventaris Pengadilan Tinggi
Istimewa UNTEA di Kotabaru oleh Paniteranya harus sel ekas-



| ekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tingg di
Kot abar u.

D (1) Segala perkara tingkat pertana, yang ada pada Pengadi| an Ti nggi
Istimewa UNTEA di Kotabaru pada saat peraturan ini  mlai
ber| aku di sel esai kan ol eh Pengadi | an Negeri di Kot abaru nenur ut
hukum acara yang ber| aku unt uk- Pengadi | an Negeri itu.

(2) UWUntuk dapat nel akukan ketentuan dalamayat (1) diatas. Panitera
Pengadilan Tinggi Istinewa UNTEA di Kotabaru harus sel ekas-
| ekasnya nenyerahkan perkara tersebut beserta segala surat
peneri ksaan sidang, segala surat penbukti perkara itu kepada
Pani tera Pengadi | an Negeri itu.

E (1) Segala perkara yang ada saat peraturan ini mulai berlaku tel ah
ada pada Pengadilan Negeri UNTEA dan  Politiegerecht
di sel esai kan ol eh Pengadilan Negeri yang di naksudkan dal am
pasal 2 huruf b, yang daerah hukummya neliputi daerah hukum
Pengadi | an Negeri UNTEA dan Politiegerecht yang ber sangkut an.

(2) UWUntuk dapat nenj al ankan ketentuan dal amayat (1) diatas, Hakim
haki m yang nengepal ai Pengadil an-pengadil an tersebut diatas
harus nengirinkan sel ekas-lekasnya segala perkara tersebut
beserta segala surat peneriksaan sidang dan segala surat
penbukti perkara itu kepada Panitera Pengadi | an Negeri tersebut
dal amayat (1).

(3) Arsip, uang dan barang-barang inventaris dari Pengadi | an Negeri
UNTEA dan Politiegerecht itu beserta barang bukti yang ada
padanya, oleh Hakim yang nengepalai Pengadilan itu harus
sel ekas-| ekasnya di serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
yang ber sangkut an.

F. (1) Segala perkara, pekerjaan dan tanggung-jawab yang ada pada al at
Penunt ut Wwm pada Pengadil an Tinggi |stimewa UNTEA di serahkan
kepada Kej aksaan Tinggi di Kot abar u.

(2) Segal a perkara, pekerjaan dan tanggung-jawab yang ada pada al at
Penuntut Uhum pada Pengadi |l an Negeri UNTEA dan Politi egerecht
di serahkan kepada Kej aksaan yang ber sangkut an,
unt uk di sel esai kan nenurut perat uran- per at uran yang ber | aku.
PASAL  PENUTUP.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,



ttd.

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD, | GHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1963 NOMER 42



